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PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT 
NOMOR 8 TAHUN 2008 

TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) 
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2008 – 2013 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, 
ditegaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelantikan Kepala Daerah ; 

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 
maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 – 
2013. 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan 
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106); 

 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389; 

 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4548); 

 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
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 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4737); 

 10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, 
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan; 

 11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2003 
Nomor 16 Seri D Nomor 12); 

 12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2005 tentang 
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran 
Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 Nomor 2); 

 13. Peraturan Darah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan 
Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat. 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

dan 
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2008 – 2013. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Barat; 

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daeraeh sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintah Darah; 

3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat; 

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat RKPD adalah Instansi/ 
Badan/Dinas/Unit Kerja; 

5. BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat; 

6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, 
melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia; 

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dareah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 – 
2013, yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat adadalh 
dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak 
tahun 2008 sampai dengan tahun 2013; 

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2008 – 
2013, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-
SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) 
tahun terhitung sejak tahun 2008 sampai dengan 2013. 

BAB II 
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 

Pasal 2 

(1) RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program Gubernur; 
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(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi : 

a. SKPD dalam menyusun Renstra - SKPD; 

b. Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPJMD Kabupaten/Kota; dan  

c. Pemerintah Provinsi dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Pasal 3 

SKPD melaksanakan program dalam RPJMD dituangkan melalui Renstra - SKPD. 

Pasal 4 

SKPD dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kepala Bappeda dalam menyusun 
Renstra - SKPD 

Pasal 5 

Gubernur berkewajiban melaksanakan RPJMD dan melakukan pemantauan terhadap 
pelaksanaan RPJMD yang dituangkan delam Renstra – SKPD dan RPJMD Kabupaten/Kota 

Pasal 6 

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) tercantum dalam lampiran, merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan Peraturan Darah ini. 

BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat. 

 

Ditetapkan di Pontianak 
Pada tanggal 19 Agustus 2008 

 
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 

 
ttd 

 
CORNELIS 

Diundangkan di Pontianak 
Pada tanggal 19 Agustus 2008  

 

Sekretaris Daerah Provinsi 
Kalimantan Barat 

 
 
 
 
 

SYAKIRMAN 
 

Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7 
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